
 

 

141 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

      Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut ini. 

1. Praktik persekongkolan tender pengadaan buku Dana Alokasi Khusus 

(DAK) pemerintah oleh perusahaan penerbitan dan percetakan dapat 

dilakukan dalam semua tahapan baik dalam tahapan sebelum maupun saat 

proses tender. Persekongkolan tender dapat dilakukan antar peserta tender 

(persekongkolan horisontal), peserta tender dengan panitia tender atau 

penyedia dana (persekongkolan vertikal), maupun antara peserta tender 

dengan peserta tender lainnya dan panitia tender/penyedia dana baik  

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (persekongkolan campuran).  

2. Upaya untuk meminimalkan terjadinya persekongkolan dalam tender 

pengadaan buku Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah dan Pengaturan 

Hukum Persaingan Usaha yang berlaku di masa mendatang (Ius 

Constituendum); 

a) Perusahaan (pelaku usaha) menerapkan etika bisnis dalam 

operasionalnya yaitu menjalankan bisnis secara jujur,fair, dan 

beretika dengan kinerja unggul, inovatif, dan berkesinambungan 

untuk mencapai Good Corporate Governance dan  mentaati kaidah-

kaidah etika bisnis yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang 
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berlaku. Pemerintah dengan peran, kebijakan, dan regulasinya 

mengurangi dan mengendalikan dampak pasar bebas, menciptakan 

persaingan usaha sehat, dan meniadakan atau meminimalkan distorsi 

perekonomian termasuk persekongkolan tender pengadaan buku 

DAK. Selain itu pemerintah jugamemberikan aturan dan ketentuan 

yang boleh dan tidak boleh terjadi dalam persaingan usaha yang 

lebih tegas, transparan, konsisten, dan adil khususnya terkait tender 

pengadaan buku DAK pemerintah.  

b) Hukum positif persaingan usaha yang berlaku, khususnya mengenai 

larangan persekongkolan tender yang diatur dalam pasal 22 undang-

undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat dan peraturan pelaksanaannya tentang 

pengadaan barang / jasa pemerintah (peraturan presiden nomor 54 

tahun 2010 dan peraturan presiden nomor 4 tahun 2015) dan 

peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 81 tahun 2015 

dan nomor 7 tahun 2016 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana 

Alokasi Khusus bidang pendidikan Sekolah Dasar (SD/SDLB) 

terdapat beberapa kelemahan oleh karena itu perlu dilakukan 

perbaikan atau penyempurnaan dalam pengaturan hukum larangan 

persekongkolan tender yang berlaku di masa mendatang (Ius 

Constituendum).Diikuti penegakan hukum oleh Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU) yang lebih transparan, adil, dan efektif. 
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B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan sebagaimana diuraikan diatas, 

saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut ini.  

1. Perusahaan (pelaku usaha) sebaiknya dapat lebih memahami arti 

penting dan kebutuhan penerapan etika bisnis dalam operasional 

perusahaan khususnya dalam tender pengadaan buku pemerintah. 

Sebab, dengan penerapan etika bisnis yang didukung kinerja unggul, 

manajemen yang baik, dan inovatif menjadikan perusahaan mencapai 

Good Corporate Governance dan dapat tetap exist. 

2. E-Procurement dan E-Buying sebaiknya tetap dilaksanakan oleh 

pemerintah dalam semua pelaksanaan tender pengadaan barang 

khususnya dalam tender pengadaan buku DAK Pemerintah. Hal ini 

menjadikan pelaksanaan tender yang lebih baik, transparan dan 

ekonomis serta meniadakan atau meminimalkan terjadinya 

persengkongkolan tender khususnya tender pengadaan buku DAK 

Pemerintah. 

3. Pemerintah sebaiknya lebih selektif, efisien, dan efektif dalam 

perencanaan,anggaran, dan pengalokasian dana pendidikan khususnya 

DAK yang benar–benar diperuntukkan untuk kemajuan dunia 

pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan 

kesejahteraan rakyat,serta melakukan pengendalian dan pengawasan 

secara terus menerus dan konsisten. 
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4. Dengan segala kelebihan dan kekurangan dalam hukum persaingan 

usaha yang berlaku sekarang, sebaiknya pemerintah dapat menciptakan 

pengaturan hukum persaingan usaha yang berlaku di masa mendatang 

(ius constituendum) yang lebih baik, transparan dan mampu 

mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat dan mendorong 

ekonomi nasional yang efisien dan berkeadilan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. 

5. Sehubungan dengan peran strategis KPPU dalam persaingan usaha, 

sebaiknya pemerintah senantiasa memperbaiki dan meningkatkan 

produktivitas, kredibilitas, dan kinerja KPPU. Hal ini selaras dengan 

kedudukan KPPU sebagai lembaga independen yang terlepas dari 

pengaruh dan kekuasaan pemerintah maupun pihak lain yang secara 

yuridis mempunyai peran utama mengawasi pelaksanaan undang- 

undang persaingan usaha, mewujudkan iklim persaingan usaha yang 

sehat, dan mendorong pencapaian kemandirian ekonomi. 

6. Pemerintah sebaiknya meningkatkan dan lebih mengefektifkan 

penegakan hukum khususnya dalam penanganan masalah dan 

pelanggaran adanya persekongkolan dalam tender pengadaan buku 

DAK pemerintah yang lebih tegas,transparan,konsisten, dan adil oleh 

KPPU dan lembaga peradilan, agar tercipta persaingan usaha yang 

sehat, jujur, dan adil serta memberi kesejahteraan bagi masyarakat. 
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